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ABSTRAK 

 - Surat Edaran ini merupakan pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan 
Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan 
wewenang pada pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan. 
Tahapan penyelenggaraan Pemilihan meliputi pengumuman 
pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 
pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan 
Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, pendaftaran pasangan 
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati 
dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon 
Wakil Walikota, penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon 
Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon 
Walikota dan Calon Wakil Walikota, penetapan pasangan Calon 
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan 
Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon 
Wakil Walikota, pelaksanaan Kampanye, pelaksanaan pemungutan 
suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan 
suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan 
sengketa hasil Pemilihan; dan pengusulan pengesahan 
pengangkatan calon terpilih. 

  - Dasar Hukum Surat Edaran ini adalah Undang–Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; 
Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan 
Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang 
Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079); Peraturan 
KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
826), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir diubah 
dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 



Indonesia Tahun 2020 Nomor 980); Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 
Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 60). 

  - Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 tertanggal 14 Mei 2024 ini pada 
pokoknya menjabarkan pelaksanaan tugas dan wewenang yaitu 
dengan mengawasi setiap tahapan dalam pencalonan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 
Walikota dan Wakil Walikota. 

 

CATATAN 

: -  Surat Edaran ini ditetapkan pada  14 Mei 2024 di Jakarta oleh Ketua 

Badan Pengawas Pemilihan Umum an. Rahmat Bagja 

 


